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Abstract

The majority of the people of Lubuk Batang Sub-District, OKU
Regency, are Muslim, however, it is still common to find underage
marriages that end in divorce at the Religious Courts. The purpose of
this study was to determine the role of KUA in preventing child
marriage at KUA in Lubuk Batang District, OKU Regency and to
determine the effectiveness of KUA's role in policies in preventing
underage child marriage in KUA, Lubuk Batang District, OKU Regency.
This type of research is field research. The method used in this study
s empirical normative. The results of this study are, the role of the
KUA in Lubuk Batang District, OKU Regency in the policy of preventing
underage child marriage after the enactment of Law Number 16 of
2019 cannot be implemented fully effectively. On the other hand, if
there is still Teenagers who still want to get married will be given a
marriage dispensation.

Keywords: Office of Religious Affairs; Underage marriage;
Law Number 16 of 2019

Abstrak

Mayoritas masyarakat Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
OKU beragama Islam, namun masih sering dijumpai pernikahan yang
dilangsungkan di bawah umur dan berakhir dengan perceraian di
Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
peran KUA dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA
Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan untuk mengetahui
Efektivitas peran KUA terhadap kebijakan dalam pencegahan
pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan
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(field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, peran KUA Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan dalam pencegahan
pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya
di sisi lain jika masih ada remaja yang masih ingin melakukan
pernikahan maka akan diberikan dispensasi nikah.

Kata kunci : Kantor Urusan Agama; Pernikahan dibawah
umur; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
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Pendahuluan
Kantor Urusan Agama

adalah kantor yang
melaksanakan sebagian tugas
kantor Kementerian Agama
Indonesia di kabupaten dan
kota di bidang urusan agama
Islam dalam wilayah
kecamatan. Tugas Kantor
Urusan Agama (KUA), vyaitu
melaksanakan pelayanan dan
bimbingan di bidang urusan
Agama Islam, untuk
melaksanakan tugas tersebut
maka dibagi menjadi 5 bagian
garapan : Seksi kepenghuluan,
Seksi pengembangan keluarga
sakinah, Seksi produk halal,
Seksi bina ibadah sosial, dan
Seksi pengembangan
kemitraan Umat Islam.! Dalam
5 garapan tugas Kantor
Urusan Agama (KUA) tadi
tidak ditemukan tugas Kantor
Urusan Agama (KUA) yang
berkaitan dengan perkawinan
di bawah umur dan adanya
dispensasi untuk melakukan
perkawinan, oleh karena itu
penulis menyusun artikel ini.
Undang-Undang Perkawinan
Nomor 16 tahun 2019 tentang
perubahan atas pasal 7
Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974, menjelaskan
dalam Pasal 7 Perkawinan

! Saripudin, Peradilan Agama di
Indonesia, (Bandung: Pustaka bani
Quraisy, 2004 ), 165.

2Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum
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hanya di izinkan apabila pria
dan wanita sudah mencapai
umur 19 tahun dan apabila
dalam hal terjadinya
penyimpangan ketentuan
umur sebagai mana yang
dimaksud pada ayat satu
orang tua pihak pria dan atau
orang tua pihak perempuan
dapat meminta dispensasi
pada pengadilan dengan
alasan sangat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung
yang cukup.?

Maksud dari pasal ini adalah
untuk menjaga kesehatan
suami-istri dan keturunan,
maka perlu ditetapkan batas-
batas umur pernikahan. Dari
hasil observasi awal peneliti,
terdapat  data sejumlah
pasangan yang telah
melakukan perkawinan di
bawah umur di tahun 2020
sebanyak 33 orang, dan
mayoritasnya adalah kaum
wanita berusia di bawah umur
yakni rata-rata 18 tahun.
Selain itu, dari hasil data yang
diperoleh penulis, diketahui
Peranan Kantor Urusan Agama
dalam Pencegahan
perkawinan di bawah umur
yang cenderung masih terjadi
di Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU. Bapak Drs.

Islam di Indonesia, (Surabaya:
ARKOLA, t.t.), 6.



104 |Volume 6 No.2, Des 2022

Jurnal Usroh

Arman Ashri, M.Si selaku
kepala KUA Kecamatan Lubuk
Batang menyatakan bahwa
dari pihak KUA sudah
melakukan  upaya  untuk
mensosialisasikan ke
masyarakat agar tidak
melakukan  perkawinan  di
bawah umur atau tidak

melanggar  undang-undang
yang sudah ditetapkan.
Dalam upaya

mensosialisasikan
kemasyarakat, KUA tidak
berperan  sendiri, namun
meminta bantuan dari pihak-
pihak yang sangat berperan di
antaranya yaitu meminta
bantuan dari pihak penghulu,
lebe, dan meminta bantuan
disaat rapat-rapat  pihak
Kecamatan atau Desa.
Berdasarkan survei awal
yang dilakukan penulis, di
Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU, masih
didapatkan masyarakat yang
melakukan  pernikahan di
bawah umur. Masyarakat
Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU yang
penduduknya mayoritas
beragama  Islam, sering
dijumpai pernikahan yang di
langsungkan di bawah umur
berakhir dengan perceraian di
pengadilan Agama. Hal
tersebut disebabkan karena
salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya
sebagai kepala rumah tangga
atau tidak memahami apa arti
dan tujuan pernikahan yang
mereka langsungkan itu.
Masalah  tersebut sangat
penting untuk di kaji lebih jauh
mengingat peranan Kantor
Urusan Agama harus jelas

mencermati dan
mempertimbangkan baik dari
kematangan pesikologi,

kesehatan, materi maupun
pendidikan, agar perkawinan
di bawah umur seperti banyak
di Desa-desa pada umumnya
dan di Kecematan Lubuk
Batang Kabupaten OKU pada
khususnya yang mempunyai
dampak negatif dapat teratasi.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah
normatif empiris Adapun jenis
penelitian yang digunakan jenis
penelitian  lapangan  (field
research), yaitu penelitian yang
dilakukan  secara  intensif,
terperici, dan mendalam
terhadap obyek vyang akan
diteliti,  yaitu = menyangkut
permasalahan peran Kantor
Urusan Agama (KUA).
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Peran KUA Terhadap
Kebijakan Pencegahan
Pernikahan Anak di Bawah
Umur Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019

Adapun peraturan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang
Perkawinan ini ialah
perundang-undangan terbaru
yang mengatur mengenai dasar
hukum perkawinan Indonesia
yang mana sebelumnya diatur
dalam peraturan perundang-
undangan Nomor 1 Tahun 1974
yang mengatur perihal
ketentuan-ketentuan dalam
pernikahan. Peraturan tersebut
telah disahkan melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi
No.22/PUU-XV/2017. Peraturan
perundang-undangan tersebut
dapat dijadikan sebagai
landasan pokok perihal batas
usia minimal bagi seorang
individu dalam melangsungkan
pernikahan sehingga tersebut
dapat merubah batas usia yang
sebelumnya telah ditetapkan
pada pada Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Dimana dalam
peraturan tersebut ketentuan

yang disampaikan sangat
$Kemenkumham, “Hasil
Penyelarasan Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang Tentang
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bertolak belakang dengan UUD
1945 serta belum memiliki
keterikatan dengan hukum.
Dalam putusan MK, terdapat
dua hal utama yang
dipertimbangkan vyakni batas
usia bagi seorang perempuan
dalam melangsungkan
pernikahan yaitu 16 tahun. Hal
ini dianggap melanggar
konstitusi yang ada serta
tentunya melanggar hak asasi
dari anak tersebut. Selain itu
juga, dalam batas usia tersebut
tentunya dianggap melakukan
eksploitasi terhadap seorang
anak. Selanjutnya hal yang
dipertimbangkan oleh MK yakni

pemberian amanat kepada
pihak yang membentuk
undang-undang untuk

melakukan perubahan selama
maksimal 3 tahun terhadap
peraturan perundang-
undangan yang mengatur
perihal batas usia pernikahan
bagi setiap individu.3

Dalam peraturan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang

Perkawinan tersebut yang
diatur di dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan,
yang mana menetapkan bagi
setiap individu yang hendak

Perubahan Atas Undangundang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Kemenkumham, 2019, 3.
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menikah  setidaknya harus
dalam usia 19 tahun. Apabila
telah mencapai usia tersebut,

barulah individu tersebut
diberikan izin dalam
melaksanakan suatu

pernikahan. Akan tetapi,
apabila mereka berada pada
usia di bawah 19 tahun, maka
ketika mereka hendak
melangsungkan suatu
pernikahan diharuskan untuk
memperoleh surat dispensasi
nikah dari pengadilan atau
instansi terkait yang mana hal
tersebut dipilih oleh orang tua
dari kedua belah mempelai. Isi
dalam dispensasi tersebut tidak
perlu disebutkan secara jelas
alasan dalam melangsungkan
pernikahan, cukup jelaskan
saja pelaksanaannya
dikarenakan urusan mendesak
bagi keluarga sehingga pihak
instansi dapat memberikan
dispensasi tersebut.

Instansi yang bertanggung
jawab dalam mencatat segala
urusan pernikahan bagi umat
muslim biasanya yakni Kantor
Urusan Agama (KUA). Dalam
pelaksanaan tugasnya, instansi
ini tidak semata-mata
dikarenakan kewajiban sebagai
suatu birokrasi akan tetapi juga
turut memiliki kewajiban untuk
melaksanakan sebuah ikatan
pernikahan yang sah. Di dalam
Kementrian Agama, KUA sendiri
merupakan badan yang paling

depan dalam pelaksanaan
berbagai tugas pemerintah
yang berkaitan dengan agama
Islam sebagaimana tertera
pada (KMA No.517/2001 dan
PMA No. 11/2007). Sehingga
hal tersebut dapat memberikan
petunjukan bahwasanya
peranan dari badan KUA ini
sangat penting terutama bagi
umat muslim. Hal ini
dikarenakan  peranan  dari
badan ini secara langsung
berpengaruh terhadap berbagai
pelayanan yang dibutuhkan
oleh masyarakat terutama di
bidang Urusan Agama Islam
(Urais). Sehingga pentingnya
peranan tersebut membuat
masyarakat secara langsung
harus memiliki kemampuan
dalam pelaksanaan berbagai

urusan rumah tangga
instansinya secara mandiri,
terutama dalam hal

pengelolaan arsip-arsip kantor,
pengadminitrasian berbagai
surat serta dokumen yang
dibutuhkan. Selain itu, dalam
pelaksanaannya badan
kepengurusan ini harus turut
memiliki kemampuan dalam
melaksanakan berbagai
tugasnya perihal pencatatan
pernikahan serta upaya dalam
merujukkan kedua belah pihak
secara optimal dimana tidak
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bertentangan dengan Undang-
Undang.*

Tidak bertentangan dengan
Undang-undang tersebut juga
termasuk dalam bidang
pencatatan dan pemeriksaan
dokumen nikah yang sesuai
aturan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dimana
bagi seorang laki-laki ataupun
perempuan harus telah
melewati batas wusia yang
ditetapkan yakni 19 tahun.
Apabila keduanya telah
mencapai batas tersebut, maka
mereka akan diizinkan untuk
melangsungkan  perkawinan.
Untuk mencegah hal ini terjadi,
adapun peran yang dilakukan
oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU
dilaksanakan dengan
wawancara dengan Informan
Drs.Arman  Asri,M.Si  selaku
Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU dengan
keterangan sebagai berikut:

"Bahwasanya pernikahan di
bawah umur ialah salah satu
bentuk  pernikahan  yang
dilaksanakan dimana

“Hanifah Romadhoni,
“Optimalisasi Peran KUA Dalam
Mengatasi Ilegal Wedding,” Privat Law
3, No. 2 (2015): 93-99.
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mempelainya tidak dalam usia
yang ditetapkan oleh
perundang-undangan. Dan hal
tersebut di Lubuk Batang
sendiri sangat banyak terjadi,
maka dari itu kami sebagai
insan yang berada di KUA, Kami
yang juga bertindak selaku
ketua BP4 Kecamatan dengan
adanya timbul permasalahan
yang sekarang banyak kami
temui akibat pernikahan belum
cukup umur ini maka apabila
anak perempuan yang
melangsungkan pernikahan di
usia 16 tahun sesuai dengan
aturan terdahulu, makaia harus
melalui dispensasi pengadilan
terlebih dahulu begitu juga
dengan pihak laki-laki yang
dulu belum berusia 21 tahun
harus melalui dispensasi
pengadilan, bilamana usia 19-
21 tahun harus izin orangtua,
nah sekarang aturannya kan
harus semuanya berusia 19
tahun jadi apabila belum
berusia. 19 tahun harus
dispensasi dulu ke Pengadilan
Agama’™

Berdasarkan  keterangan
yang diberikan oleh informan
tersebut bahwa adapun peran
Kantor Urusan Agama (KUA)
yang pertama ialah sebagai
pengarah dan pembimbing

5 Wawancara dengan Drs.Arman
Asri,M.Si selaku  Kepala KUA
Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021
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pernikahan yang juga sebagai
pelaksana BP4 Kecamatan yaitu
Badan Penasehat, Pembinaan
dan Pelestarian Perkawinan
yang disingkat BP4, merupakan
organisasi profesi yang bersifat
sosial keagamaan sebagai mitra
Kementerian ~ Agama dan
instansi  terkait dalam misi

meningkatkan kualitas
perkawinan dengan
mengembangkan Gerakan

Keluarga Sakinah. Lahirnya BP4
di bidang perkawinan dan
konseling keluarga muncul dari
hasil penelitian Departemen
Agama Republik Indonesia
yang menunjukkan tingginya
angka perceraian di Indonesia
dari tahun 1950 hingga 1954.
Pasal 5 Anggaran Dasar
BP4 menyatakan bahwa tujuan
BP4 adalah untuk
meningkatkan kualitas
perkawinan guna mewujudkan
rumah tangga atau keluarga
yang sakinah sesuai ajaran
Islam guna  mewujudkan
masyarakat dan bangsa
Indonesia yang maju, mandiri,
dan kaya baik materil maupun
rohani. Adapun yang dimaksud
dengan  dispensasi nikah
sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan
diketahui bahwa dalam aturan
yang berlaku, dispensasi nikah
diatur mulai dari aturan
perundang-undangan
perkawinan yang pertama yaitu

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang
Perkawinan dan pengaturan
mengenai dispensasi  nikah
yang terkait lainnya, misalnya
Pasal 12 Peraturan Menteri
Agama (Permenag) Nomor 11
Tahun 2007 mengenai
dispensasi nikah yang tidak
memenuhi  batasan  umur
minimal:

1. Setiap calon mempelai
harus menyetujui
adanya pernikahan ; dan

2. Izin diwajibkan kepada
setiap calon mempelai
yang berumur belum
genap 21 tahun.

Pasal 13 Peraturan

Menteri Agama (Permenag)

Nomor 11 Tahun 2007

menjelaskan  diantaranya

secara garis besar sebagai
berikut:

1. Dispensasi nikah
diperlukan bagi anak
yang ingin menikah dan
belum cukup umur;

2. Pelaksanaan dispensasi
nikah pada pengadilan
agama dimana yang
bersangkutan
berdomisili;

3. Adanya penetapan yang
dikeluarkan Pengadilan
Agama apabila  hal
tersebut dianggap perlu;

4. Salinan penetapan
diberikan bagi setiap
pemohon.
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Usia kawin dalam ketentuan
aturan yang berlaku
berdasarkan maslahah
mursalah yang pada hakikatnya
tidak ditemukan dengan jelas
dalil yang
menentukannyasebab batasan
usia ini dikenal juga sebagai
fitihadi atau yang
kebenarannya relatif maka
ketentuan  tersebut  tidak
bersifat kaku, yang artinya
ketentuan undang-undang
perkawinan bisa saja dilakukan
pelanggaran dengan tujuan
penting dan kebaikan bersama
di masyarakat. Batasan usia ini
digunakan agar menghindari
adanya pernikahan anak-anak.

Secara administrasi
pelanggaran usia ini hanya
dapat terjadi apabila ada
penentuan dispensasinya dari
pengadilan. Hal ini selain untuk
legalisasi terhadap perkawinan
juga untuk menguji kebenaran

alasan-alasan yang
disampaikan.
Berdasarkan  keterangan

dan penjabaran tersebut maka
diketahui bahwa peran Kantor
Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Lubuk Batang OKU
pertama yaitu sebagai
pendamping BP4 dalam
mencegah pernikahan anak di
bawah umur sebagaimana yang
diberlakukan  dalam aturan

& Wawancara dengan Drs.Arman
Asri,M.Si  selaku  Kepala KUA
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Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang
membatasi usia pernikahan
anak perempuan minimal 19
tahun dan anak laki-laki juga
menimal 19 tahun kecuali
ditentukan lain yang harus
dilakukan melalui dispensasi
nikah  Pengadilan  Agama.
Berikutnya, Peran lain yang
ditunjukkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Lubuk Batang
OKU  terhadap pencegahan
pernikahan anak di bawah
umur diterangkan oleh
informan Drs.Arman Asri,M.Si
selaku Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten OKU
ialah sebagai berikut:

“Kami memiliki wadah yang
dinamakan BP4 yang diberikan
penyuluhan  kepada  catin
dengan program Suscatin yang
membahas mengenai rumah
tangga termasuk usia pra nikah
maupun usia nikah, maka dari
itu kami yang mempunyai
peran di KUA ini memberikan
penjelasan kepada mereka ini
dalam program Suscatin ini” ©

Keterangan tersebut
menjelaskan bahwa Kantor
Urusan Agama (KUA) Lubuk
Batang yang juga berperan

Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021
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sebagai BP4 Kecamatan
memiliki program yang
dinamakan dengan Suscatin
atau Kursus Calon Pengantin
sebagai wadah yang ditujukan
bagi para pengantin untuk
dibimbing, diarahkan  dan
dinasehati masalah perkawinan
termasuk pernikahan dini yang
akan dilakukan, dalam program
suscatin ini para remaja yang
akan menikah  dijelaskan
mengenai dampak pernikahan,
permasalahan dalam
pernikahan khususnya
mengenai aturan batasan umur
yang ditetapkan oleh
Pemerintah bagi masyarakat
yaitu berumur 19 tahun.

Pihak yang berhak
menyelenggarakan  Suscatin
atau kursus pranikah adalah
BP4 dan ormas Islam yang
terakreditasi oleh Kementerian
Agama. Dalam hal ini,
Kementerian Agama dapat
menyelenggarakan kursus
pranikah bekerja sama dengan
Badan Pembinaan, Pembinaan,
dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) atau organisasi
keagamaan Islam lainnya.
Bahkan, baik BP4 maupun

ormas Islam yang
menyelenggarakan kursus
pranikah dapat bekerjasama
dengan instansi atau
kementerian atau lembaga lain.
Dasar hukum pelaksanaan
Suscatin  adalah  Peraturan

Dirjen  Bimas Islam no.
DJ1.11/491 Tahun 2009 tentang
Calon Calon Pengantin Yang
Mengikuti Kursus, yang telah
diperbaharui dengan Peraturan
Dirjen Bimas Islam. DJ.II/542
Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

Berdasarkan penjelasan
tersebut maka diketahui bahwa
peran kedua yang dilaksanakan
oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Lubuk Batang OKU ialah
pemberian  Suscatin  yang
ditujukan bagi remaja yang
hendak menikah termasuk
calon pengantin yang berada di
bawah umur. Selanjutnya,
peran Kantor Urusan Agama
(KUA) Lubuk Batang dalam
mencegah terjadinya
pernikahan anak di bawah
umur ialah dengan cara
sosialisasi sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan
Drs.Arman  Asri,M.Si  selaku
Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA)Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU ialah sebagai
berikut.

"Jadi setiap hari jumat
berjamaah sering juga
dilakukan pemberitahuan
kepada masyarakat dan disini
kami tidak bekerja sendiri, kita
punya Penyuluh Agama Islam.
Para penyuluh agama islam
juga ini sudah kita titipkan
untuk memberikan himbauan
kepada calon pengantin supaya
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dapat menjalankan niat hatinya
untuk menikah apabila telah
mencapai umur 19 tahun.”

Berdasarkan  keterangan
tersebut diketahui bahwa peran
berikutnya yang dilakukan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)
ialah sosialisasi sebagai bentuk
pelayanan kepada masyarakat
dengan menghadirkan
penyuluh atau pemuka agama
yang memberikan nasihat dan
saran kepada masyarakat
khususnya calon pengantin
atau rejama yang hendak
menikah untuk mengurungkan
niatnya hingga berusia 19
tahun terlebih dahulu sesuai
aturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Sosialisasi merupakan
pengarahan  umum  yang
ditujukan kepada masyarakat
luas dengan strategi yang
diterapkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Lubuk Batang
ialah dengan mengadakannya
setiap jumat dan menghadirkan
pemuka agama agar pesan
mengenai pencegahan
pernikahan anak usia dini ini
dapat  dihindarkan  sesuai
pemberlakuan undang-undang.
Adapun  pada  prinsipnya,
sosialisasi memberikan dua
kontribusi mendasar  bagi

" Wawancara dengan Drs.Arman
Asri,M.Si selaku  Kepala KUA
Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021
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kehidupan.  Pertama, ada
landasan atau landasan bagi
individu untuk menciptakan
partisipasi yang efektif dalam
masyarakat, dan kedua, untuk
memungkinkan keberlanjutan
suatu  masyarakat, karena
tanpa sosialisasi hanya ada satu
generasi, sehingga
keberlanjutan Komunitas yang
kuat terganggu.? Maksudnya
disini ialah melalui sosialisasi
agar masyarakat ikut
berpartisipasi dan pencegahan
pernikahan anak di bawah
umur dapat dilestarikan atau
dilakukan oleh semua kalangan
dan semua lapisan masyarakat
terutama para orangtua dan
remaja yang hendak menikah
namun belum mencukupi umur
sesuai aturan  perundang-
undangan.

Selanjutnya peran terakhir
Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Lubuk Batang OKU
terhadap pencegahan
pernikahan anak di bawah
umur apabila terjadi hal
mendesak  sehingga harus
segera dilangsungkan
pernikahan ialah mendampingi
calon pengantin untuk
mengajukan dispensasi nikah
dengan syarat kedua orangtua
dari calon pengantin memiliki

8Joko Suyanto, Gender Dan
Sosialisasi, (Jakarta: Nobel Edumedia,
2010), 21.
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buku nikah atau perkawinan
telah resmi dicatatkan, apabila
perkawinan belum dicatatkan

maka terlebih dahulu
dilaksanakan itsbat nikah bagi
kedua orangtua calon

pengantin sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan
Drs.Arman  Asri,M.Si  selaku
Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU ialah
sebagai berikut:

"Peran KUA melayani solusi
terbaik bagi kedua calon
pengantin yang mendesak
untuk menikah maka akan
dilayani namun tidak semudah
itu, mereka juga harus
memenuhi aturan yang ada
dimana sebelum akad harus
dilaksanakan disepensasi
pengadilan agama, untuk
proses dispensasi itu sendiri
syaratnya banyak yang harus
terpenuhi ialah syarat kedua
belah pihak dari orangtua
perempuan dan orangtua laki-
laki yang harus memiliki buku
nikah dimana apabila kedua
pasangan  orangtua calon
mempelai tidak memiliki buku
nikah maka harus dilaksanakan
istbat nikah terlebih dahulu,
jadi yang diperlukan buku nikah
orangtua calon mempelai laki-
laki dan calon mempelai

® Wawancara dengan Drs.Arman
Asri,M.Si selaku  Kepala KUA

perempuan, kemudian KTP
para orangtua, selanjutnya KK
dan KTP saksi, nah untuk
persyaratan ini  seluruhnya
dipotokopi sebanyak 14 lembar
khususn untuk KTP
potokopinya jangan dipotong
masing-masing persyaratan di
potokopi dan ditempel materai
sepuluh ribu dan di cap oleh
kantor pos kemudian baru ke
Pengadilan, datang ke
pelayanan kemudian akan
diverbal dan diberikan kwitansi
pembayaran biaya kemudian
disetor melalui bank BRI lalu
bukti pembayaran diberikan
lagi ke Pengadilan selanjutnya
menunggu jadwal dispensasi
nikah™

Berdasarkan penjelasan
tersebut maka diketahui bahwa
peran terakhir yang dilakukan
oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Lubuk Batang OKU ialah
turut mendampingi para calon
pengantin yang berusia di
bawah umur untuk melakukan
dispensasi nikah ke Pengadilan
Agama agar dapat menjalankan
akad nikah yang didasari oleh
keadaan mendesak dan
memaksa. Syarat utama dari
dispensasi nikah sebagaimana
yang diungkapkan oleh
informan ialah bahwa para
orangtua harus terlebih dahulu

Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021
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memiliki buki nikah sehingga
apabila kedua orangtua tidak
memiliki buku nikah maka
harus dilaksanakan itsbat nikah
terlebih dahulu Adapun yang
dimaksud dengan isbat nikah
adalah permohonan penetapan
pernikahan pada Pengadilan
Agama, itsbat nikah berasal
dari bahasa Arab yang terdiri
dari itsbat dan Nikah. Menurut
bahasa itsbat berarti
“Penetapan, Pengukuhan dan
Pengiyaan”, dalam bahasa
Indonesia  dikenal dengan
sebutan isbat nikah yang
diartikan dengan pengukuhan
dan penetapan perkawinan
melalui  pencatatan  dalam
upaya mendapatkan
pengesahan suatu perkawinan
menurut hukum yang berlaku
10, Artinya setiap orang yang
menerima akta nikah
disediakan agar perkawinan
yang dibuatnya menerima bukti
otentik berupa kutipan akta
nikah dan disahkan secara
hukum dan formal di kalangan
masyarakat luas. Peradilan
agama, seperti halnya
peradilan lainnya, mempunyai
tugas pokok atau pokok untuk
menerima, memeriksa,

©Imelda Wahyuni, “Fenomena
Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang
Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama
Andoolo),” Jurnal Pemikiran Islam 3,
No. 2 (2017): 78-92.
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mengadili, dan menyelesaikan
suatu perkara, dan pengadilan
dilarang menolak suatu perkara
karena undang-undangnya
belum jelas atau belum ada.
Semua kasus harus ditangani
sesuai dengan peraturan yang
berlaku seperti halnya kasus
isbat nikah.

Peradilan Agama wajib
memperoleh, memeriksa, dan
mengevaluasi permohonan
yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Pada tahap
persidangan, hakim  akan
memutuskan apakah akan
mengabulkan atau menolak
permohonan nikaht!

Dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) mengatur dalam
Buku I tentang Hukum
Perkawinan Pasal 15 ayat (1)
menyatakan bahwa:2  Demi
kepentingan kemaslahatan
keluarga dan dalam urusan
rumah tangga perkawinan
hanya bisa dilaksanakan oleh
siapa saja yang sudah
memenuhi persyaratan usia
yang sudah ditentukan dalam
perundang-undangan,  yakni
sebagaimana aturan hukum
yang berlaku.

Roihan A. Rasyid, Hukum
Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), 97.
2Departemen Agama, Tanya
Jawab Kompilasi Hukum Islam,
t.p., (Jakarta, 1997), 88.
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Agama Islam tidak
mengatur dengan pasti seperti
apa batasan yang layak yang
dijadikan  ketentuan dalam
melaksanakan perkawinan,
tetapi hanya terbatas pada
ketentuan baligh yang
diberlakukan  bagi  seluruh
masyarakat  dan gender.
Pembatasan usia ini ialah
merupakan instrumen penilaian
dalam menciptakan kepastian
dari sebuah hukum bagi para
pihak yang berkepentingan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memberikan definisi bahwa
perkawinan yang dilaksanakan
belum memenuhi batasan usia
yang ditetapkan atau belum
baligh bisa menyebabkan psikis
yang belum siap dalam
menjalankan rumah tangga
nantinya. MUI menyatakan jika
baligh bisa diterapkan secara
umum bagi semua orang.!3

Dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan diketahui
jika batasan usia ditetapkan
menjadi 19 tahun, sebab
sejalan dengan aturan
Perlindungan anak yang
diketahui bahwa anak adalah
Ssiapa saja yang belum
memasuki usia 18 tahun. Selain
mengantisipasi pernikahan
anakjuga dinilai sebagai solusi

13 gafrin Salam, Dispensasi
Perkawinan Anak di Bawah Umur,
Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara

untuk menurunkan tingkat cerai
gugat dan talak, menurunkan
angka kematian karena hamil
dan melahirkan, memperoleh
keturunan yang cerdas dan
berkembang dengan baik.
Mengacu Pasal 49
dan Pasal 50 UU Peradilan
Agama, pastikan bahwa
Anda memiliki yurisdiksi
mutlak atas diri Anda
sendiri dan bahwa Anda
diberikan pengecualian,
yaitu pengadilan agama
bagi yang beragama Islam,
dan pengadilan negeri bagi

yang beragama
Islam. .beragama. . Oleh
karena itu, pengadilan

agama sebagai bagian atau
perpanjangan tangan dari
Mahkamah Agung yang
memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu
dalam menangani
dispensasi perkawinan
tetap tunduk pada
peraturan perundang-
undangan yang berlaku..
Kewenangan atau yurisdiksi
pengadilan agama sebagai
lembaga yang berlaku dalam
Pengecualian dan Ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 5 Tahun 2019
didasarkan pada  yurisdiksi
absolut, permohonan

& Hukum Islam, Pagaruruyang Law
Journal, Volume 1, No. 1, ( Mei 2017),
115.
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pembebasan perkawinan
dengan bangga menjadi
pengadilan negeri. Jika agama
calon mempelai diurus, maka
lamaran agama anak diajukan.
Sedangkan menurut wilayah
hukum relatif, permohonan
pembebasan nikah diajukan ke
pengadilan  yang  wilayah
hukumnya telah
mengungkapkan tempat tinggal
orang tua/wali calon pengantin.
Apabila kedua mempelai belum
mencapai usia kawin, maka
permohonan pelepasan nikah
diajukan secara penuh kepada
pengadilan yang  wilayah
hukumnya mengurus tempat
tinggal salah satu mempelai.
Berdasarkan penjelasan
tersebut maka diketahui bahwa
peran Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU dalam
mencegah pernikahan dibawah
umur sesuai batasan umur
yang ditentukan dlaam
Undang-Undang Nomr 16
Tahun 2019 ialah sebagai BP4
Kecamatan selaku pendamping
dan penyuluh bagi masyarakat
mengenai batasan umur
perkawinan yang ditentukan
oleh Undang-Undang,
kemudian juga sebagai
penyelenggara wadah Suscatin
khusus bimbingan yang
diberikan kepada para calon
pengantin di bawah umur
selanjutnya ialah  sebagai

JAKA SANJAYA, NURMALA HAK, IFROHATI

pelaksana sosialisasi kegiatan
setiap hari jumat dengan
menghadirkan pemuka agama
sebagai bentuk sosialisasi yang
ditujuukan kepada seluruh
lapisan masyarakat terutama
para remaja yang hendak
menikah namun belum
memenuhi persyaratan umur
dan kepada orangtua yang
memiliki anak remaja yang
hendak menikah namun belum
memeuhi persyaratan
perundang-undangan  dalam
hal batasan usia, terakhir ialah
bahwa peran Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan
Lubuk Batang OKU ialah
sebagai pendamping
pengajuan dispensasi nikah
yang ditujukan kepada
Pengadilan Agama setempat
bersama dengan para calon

pengantin yang belum
memenuhi batasan umur dan
para orangtua untuk

mengajukan dispensasi nikah
dalam hal ada sesuatu yang
mendesak yang mengakibatkan
kedua anak dibawah umur
tersebut harus dinikahkan.

Efektivitas Peran KUA

Terhadap Kebijakan
Pencegahan Pernikahan
Anak Di Bawah Umur Pasca
Berlakunya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun
2019

Untuk mengetahui
efektivitas Peran Kantor Urusan
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Agama (KUA) dalam
menerapkan kebijakan
pencegahan perniakahan anak
di bawah umur sebagaimana
yang disampaikan oleh
Informan Drs. Arman Asri,M.Si.
selaku Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten OKU
ialah sebagai berikut:

"Kadang kala masyarakat
ini masih terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan contoh kalau di
OKU ini terjadi kawin lari ini
banyak penyebabnya misalnya
tidak disetujui oleh pihak laki-
laki dan perempuan dan ada
juga berprinsip ekonomi
dimana kawin lari dapat
mengurangi biaya kemudian
kawin lari juga dilakukan
karena mereka sudah terlanjur
melakukan hubungan suami
isteri sehingga untuk
menyembunyikan aib mereka
melalukan kawin lari nah inilah
hambatan dari efektivitas peran
KUA tersebut sehingga KUA
kembali harus mencarikan
solusi terbaik supaya mereka ini
harus disahkan secara agama
dan Undang-Undang
Perkawinan dengan kata lain
harus kami layani untuk
dinikahkan  meskipun tidak
semudah itu dimana mereka
harus memenuhi aturan yang

4 Wawancara dengan
Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala
KUA  Kecamatan Lubuk Batang

ada dengan  pelaksanaan
dispensasi nikah ke Pengadilan
Agama sehingga apabila sudah
ada kutipan dispensasi nikah
baru bisa kami laksanakan akad
nikahnya"14

Berdasarkan penjelasan
yanng diberikan tersebut maka
diketahui bahwa dalam
pelaksanaannya dengan apa
yang terjadi di lapangan
diketahui bahwa efektivitas
peran Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU belum
dapat dilaksanakan efektif
sepenuhnya sebab banyak hal
yang ditemukan di lapangan
bahwa terjadinya kawin lari
yang dikenal oleh masyarakat
setempat yang dilakukan oleh
pasangan muda-mudi yang
berada di bawah umur karena
berbagai alasan, hal ini
menyebabkan keefektivitasan
peran Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten OKU
terhambat akibatnya solusi
yang diberikan oleh Pihak
Kantor Urusan Agama (KUA)
ialah pengadaan dispensasi
nikah. Di sisi lain, dispensasi
nikah berada dalam keadaan
yang sangat mendesak dan
sangat  diperlukan  karena
kemaslahatan yang besar bagi

Kabupaten OKU Pada Tanggal 15 Juni
2021
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masyarakat dalam hal
pembebasan dari perkawinan.
Sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan dan
pentingnya manfaat hukum
bagi masyarakat, dengan
pertimbangan tertentu hakim
harus memberikan
permohonan untuk masalah
perkawinan tersebut. Seorang
hakim menyetujui permintaan
para pihak yang bersangkutan
untuk kesejahteraan. Apabila
permohonan pembebasan
perkawinan tidak dikabulkan
maka dampaknya akan sangat
besar, disana peran hakim
dalam hukum kemasyarakatan
sangat diperlukan untuk
memberikan kenyamanan dan
solusi terbaik atas
permasalahan yang timbul di
masyarakat.

Di bawah ini di jelaskan
data mengenai data
perkawinan menurut kelompok
umur di tahun 2020 pasca
berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019.
Ternyata setelah melakukan
beberapa peran pihak KUA
masih menerima adanya
pernikahan  dibawah  umur
seperti di jelaskan data di
bawah.

5Azira, Peran Keluarga
Mengatasi Hamil Di Luar Nikah Remaja
Di Desa Sekuduk, Jurnal Pendidikan dan
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Solusi yang dapat diberikan

atas hal ini ialah dapat

dilakukan dengan dua cara,

diantaranya:1®

1. Peran Aktif Orang Tua
Cara orang tua mengatasi
hamil di luar nikah adalah
dengan adanya rasa
tanggung jawab sebagai
orang tua dengan
melakukan pengawasan
terhadap anak dan
menjalin komunikasi secara
penuh dan terbuka dengan
anak, sehingga kedekatan
yang ada pada anak dan
orang tua dapat terjalin
dengan  baik. Dengan
demikian orang tua dapat
menjadi sahabat bagi si
anak dalam  berkeluh
kesah, mengetahui
permasalahan anak dan
dapat memberikan nasehat
serta  solusi, terutama
mengenai pergaulan, kisah
asmara dan kehidupan
remaja anak. Orang tua
juga dapat membimbing
anak agar bertindak dan
melakukan aktivitas sesuai

Pelajaran Khatulistiwa, Vol4 No. 9,
(Agustus 2015), 5.
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dengan kegiatan

beragama.

. Kesadaran Diri Anak

Penting bagi anak
untuk memiliki kesadaran
dalam  berbusana dan
berpakaiansesuai dengan
umur dan norma
kesopanan, sehingga niat
jahat yang dimiliki oleh
pelaku dapat terhindar.

. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi juga
menjadi salah satu bentuk
aspek yang bisa
mempengaruhi terjadinya
pernikahan lebih  awal
daripada seharusnya.
Tingkat ekonomi  yang
rendah dengan pendapatan
keluarga yang  minim
menjadikan  orang tua
sering menikahkan
anaknya lebih awal.
Dengan demikian anak
dipaksa untuk bertanggung
jawab sendiri dengan apa
yang ada pada keluarganya
tanpa harus membebani
orang tuanya lagi, padahal
disisi lain merupakan hak
anak untuk mendapatkan
pendidikan  sebagaimana
mestinya dan merupakan
kewajiban orang tua dalam
memberikan pendidikan
bagi anak yang
bersangkutan. Namun pada
kenyataannya sejumlah
orang tua lebih memilih

Des 2022

jalan pintas untuk langsung
menikahkan anaknya,
sehingga beban keuangan
yang dimiliki orang tuanya
bisa berkurang melalui
pernikahan  siri  tanpa
dicatatkan resmi di KUA.

Orang tua vyang
berada pada garis
kemiskinan menjadikan
perkawinan  bagi anak
sebagai solusi untuk tidak
lagi menyekolahkan anak
yang bersangkutan. Seiring
dengan beban kehidupan
dan biaya sekolah yang
semakin meningkat, anak
terpaksa harus dinikahkan
sebelum usia yang pantas
untuk menikah.

Mengenai solusi
terhadap faktor ekonomi
yang menjadi penyebab
perikahan anak-anak
diungkapkan oleh Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak
dengan memberikan para
ibu rumah tangga
pekerjaan berupa industri
perumahan sehingga ibu
rumah tangga juga dapat
menyokong  pendapatan
keluarga, dan dengan
demikian orang tua dapat
melanjutkan pendidikan
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anak sebagaimana
mestinya.1®

4. Faktor Pendidikan
Orang tua yang memiliki
pendidikan rendah
berpotensi tidak dapat
mengetahui dengan baik
arti penting sebuah
pendidikan, khususnya
bagi anak yang dimilikinya.
Sehingga orang tua yang
demikian lebih memilih
untuk menikahkan
anaknya daripada harus
mengembangkan potensi
anak melalui dunia
pendidikan. Orang tua
yang memiliki pendidikan
rendah cenderung pesimis
akan potensi dan peluang
yang dimiliki anak untuk
dapat meraih pendidikan
setinggi-tingginya,  disisi
lain pendidikan dianggap
tidak penting karena pada
dasarnya rezeki sudah
diatur oleh Yang Maha
Kuasa. Padahal terlepas
dari hal tersebut
pendidikan tinggi tentu
dapat membantu
mendapatkan  pekerjaan
yang lebih baik, menaikkan
perekonomian orang tua
dan mengangkat taraf
hidup keluarga menjadi
lebih baik. Namun hal ini

®pyput Mutiara, Pernikahan
Dini Dipacu Faktor Ekonomi, Media
Indonesia diakses pada tangal 17 juni
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tidak mempengaruhi orang
tua yang bersangkutan,
sehingga baginya
kewajiban bagi anak harus
cepat diselesaikan dengan
menikahkannya meskipun
usia anak belum sesuai
dengan aturan perundang-
undangan.

Usia perkawinan
hendaknya diperuntukkan bagi
orang-orang yang dapat
berbuat (berwenang) agar
dapat melakukan perbuatan
hukum, bahkan mengadakan
suatu perjanjian atau
menandatangani, kecuali
ditentukan lain oleh undang-
undang. Yang dikecualikan
disebut sebagai orang yang
telah melakukan perbuatan
hukum yang tidak cakap
(ilegal).

Solusi KUA Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten OKU
dalam mengatasi hal ini adalah
tidak  hanya memberikan
penyuluhan dan sosialisasi
mengenai aturan kebijakan
syarat dalam  pernikahan
dengan ketentuan batasan usia
anak namun juga memberikan
penyuluhan kepada orang tua
yang minim akan pendidikan
mengenai dampak pernikahan
bagi anak apabila dilakukan
secara dini, kemudian juga

2021:https://mediaindonesia.com/humani
ora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-
ekonomi
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dapat diberikan penyuluhan
dan bimbingan bagi orang tua
tersebut secara  langsung
melalui sosialisasi dan
dilakukan dengan seoptimal
mungkin.

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil

penelitian dan pembahasan di
atas dapat penulis simpulkan
bahwa peran KUA Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten OKU
terhadap kebijakan  dalam
pencegahan pernikahan anak
dibawah umur pasca
berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 belum
dapat dilaksanakan efektif
sepenuhnya di sisi lain jika
masih ada remaja yang masih
ingin melakukan pernikahan
maka akan diberikan dispensasi
nikah.
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